PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT
NEAR FIELD COMMUNICATION

(Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika R.l Nomor 16 Tahun 2016,
tanggal 9 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

| Men
| a.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

imbang :
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71
ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun

- 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi,

Men
e

setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang

dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagang- |
kan dan/atau digunakan di wilayah Negara Re- |

publik Indonesia wajib memenuhi persyaratan
teknis;

bahwa perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi telah memberi dampak ke berbagai

bidang termasuk penggunaan teknologi Near

Field Communication (NFC) untuk berbagai lay-
anan pubiik;

bahwa berdasarkan pertimbangan seébagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Infor-
matika tentang Persyaratan Teknis Perangkat
Near Field Communication;

gingat : 2
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor '3881);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 ten- |

tang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 3980);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega- i

ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

| 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 ten-

tang Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomeor 96);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat
dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882) se-
bagaimana telah diubah dengan Peraturan Men-
teri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Men-

teri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Ta- |
hun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat |

Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 178);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pe-
nyusunan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat
Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 623};

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Infor-
matika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 103}; :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTER!I KOMUNIKAS|I DAN INFOR-
MATIKA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER-
SYARATAN TEKNIS PERANGKAT NEAR FIELD COM-
MUNICATION.

Pasal 1
Perangkat Near Field Communication wajib
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
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terpisahkan dari.Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelaksanaan pengujian Perangkat Near Field |

Communication wajib berpedoman pada persyaratan

teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang |

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2016
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1370

Catatan Redalzsi 3
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016,
tanggal 17 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pendalaman pasar bagi
sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan
investasi di bidang real estat, perlu memberikan
pengaturan khusus terhadap pengenaan Pajak
Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan real
estat dalam skema Kontrak Investasi Kolektif ter-
tentu dengan Peraturan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-

‘na dimaksud dalam huruf a serta untuk melak- |

sanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan
Pasal 17 ayat {7) Undang-Undang Nomor 7 Ta-

hun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaima- |

na telah beberapa kali diubah terakhir dengan |

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, periu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pa-
jak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan
Real Estat Dalam Skema Kontrak investasi Kolek-
tif Tertentu.

. Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara |
Republik Indonesia Tahun 1945: ‘

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang |
Pajak Penghasilan (Lembaran Negaré Republik In-
donesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
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